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Abstrak
 

Tanah adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak aspek dalam kehidupan. Sebagai salah satu

landasan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, Tergugat I mengajukan penetapan menjadi pengampu dan

ijin jual ke PN Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup maupun perawatan. Kedua objek tanah tersebut

termasuk merupakan harta warisan yang didapatkan oleh Endang Hariwarti melalui waris berdasatkan Surat

Keterangan Waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti yang dibenarkan Kepala Desa Gelung

Tanggal 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 dan dikuatkan Camat Paron tanggal 16-12-2013 no.

594.4/01.02/WRS/404.314/2013. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti adalah keabsahan jual beli

hak atas tanah bawaan oleh pegampu berdasarkan penetapan pengadilan dan bagaimana tanggung jawab

PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibatalkan dalam hal tanah bawaan. Dengan demikian

berdasarkan hasil analisis Penulis diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat I

untuk membatalkan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dan

menyatakan sertipikat Hak Milik nomor 2201 dan Hak Milik 2202 berikut juga menyatakan jual beli yang

dilakukan adalah cacat hukum. Peran aktif dari Balai Harta Peninggalan untuk memonitor pelaksanaan dari

penetapan hakim yang meletakkan seseorang berada di bawah pengampuan.

......Land is a natural resource that is needed by many aspects of life. As one of the foundations for the

fulfillment of human needs, Defendant I submitted a determination to be a Curator and permission to sell to

the Ngawi District Court on the grounds of living expenses and maintenance. The two land objects are

inherited assets obtained by Endang Hariwarti through an inheritance based on a Certificate of Inheritance

dated 21-10-2013 in the name of Endang Hariwarti which was confirmed by the Head of Gelung Village on

21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 and strengthened by the Head of Paron District on 16-12-2013 no.

594.4/01.02/WRS/404.314/2013. Therefore, the problems that will be investigated are the legality of the sale

and purchase of inherited land rights by the curator based on a court ruling and how Land Deed Official is

responsible for the canceled Land Sale and Purchase Deed in the case of inherited land. Thus, based on the

results of the author's analysis, it is known that the Panel of Judges granted the claim of Plaintiff I to cancel

the sale and purchase carried out by Defendant I with Defendant I and Defendant II and Defendant III and

stated that the certificate of Property Rights number 2201 and Property Rights number 2202 also stated that

the sale and purchase carried out was legally flawed. The active role of the Heritage Hall is to monitor the

implementation of judges' orders that place a person under interdiction.
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